BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR ¥ TAHUN 2021

TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMANDAU,

’ Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa
sehingga ia memiliki hak asasi yang sama seperti hak asasi
yang dimiliki oleh setiap individu lainnya, yang dalam dirinya
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dalam
pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang dan perlindungan
menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat dan
Pemerintah Daerah;

b. bahwa perkawinan pada usia anak di Kabupaten Lamandau
masih tinggi yang berimplikasi pada kesehatan ibu dan anak,
psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,
kemiskinan dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia,
maka perlu dilakukan upaya secara efektif dan optimal dalam
pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak guna melindungi hak-
hak anak dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamandau
yang makmur dan sejahtera;

. ¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
= dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;

Menginggat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6401);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3886);































(2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
PPUA, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang
terpadu.

(3) Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun
laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan PPUA dilakukan secara berkala dan
berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 20

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pencegahan PPUA
dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari:

a. APBD;

b. bantuan Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan

¢. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.
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